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Abstrak 
Penelitian ini akan membahas tentang kedudukan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia 
dalam perspektif Hukum Laut Internasional serta peran pemerintah dalam mengelola, 
menjaga, dan memanfaatkan PPKT Indonesia yang menjadi dasar pengukuran garis 
kepulauan Indonesia dalam wilayah laut Teritorial NKRI. Tanggung jawab negara dalam 
melindungi pulau-pulau kecil terluar yang secara kedudukannya dalam perspektif Hukum 
Laut Internasional menjadi titik dasar dalam penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia. 
Indonesia sudah banyak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara 
khusus mengenai PPKT tetapi masih banyak sengketa laut terutama yang menyangkut 
kepulauan. Hal tersebut memunculkan pertanyaan apakah tanggung jawab tersebut hanya 
sebatas peraturan saja atau dalam bentuk kerja nyata. PPKT membutuhkan perhatian yang 
penting sebagai titik central dalam menentukan laut teritorial Indonesia dan karena 
posisinya sebagai “patok” keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Kata-kata Kunci: Kedudukan Pulau-Pulau Kecil Terluar; Prinsip Pengelolaan Pulau-
Pulau Kecil Terluar; Hukum Laut Internasional; Negara Kepulauan; 
Pulau. 
Abstract 
This research analyzes the position of Indonesia’s outermost small islands from the 
perspective of International Sea Law and also the role of the Government in maintaining, 
preserving, and exploiting the OSIs since the OSIs are the basis of Indonesia archipelago lines 
measurement. From the perspective of International Law, the OSIs are the base of the 
archipelago so the State must take responsibility for the OSIs. Indonesia has many specific 
regulations on the OSIs but it also faces many sea conflicts particularly in regards to 
archipelago issues. This situation raises the question of whether the State responsibility only 
covers making laws or also concrete performance. The OSIs need the Government’s attention 
because the OSIs are the basis to determine the territorial water of Indonesia and the 
sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia.  
Key Words: Outermost Small Islands; Principle of Preservation; International Sea 
Law; Archipelago State; Islands. 
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PENDAHULUAN 
Pengakuan Konvensi Hukum Laut 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (United 
Nations Convention on the Law of the 
Sea 1982 (selanjutnya UNCLOS 1982) 
kepada Indonesia sebagai negara 
kepulauan membawa konsekuensi 
yuridis, yaitu bahwa perairan 
Indonesia akan menjadi suatu wilayah 
yang utuh, di mana batas lautnya 
diukur dari titik pulau-pulau 
terluarnya. Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 
1982 menyebutkan bahwa:1 
An archipelagic State may draw 
straight archipelagic baselines joining 
the outermost points of the outermost 
islands and drying reefs of the 
archipelago provided that within such 
baselines are included the main 
islands and an area in which the ratio 
of the area of the water to the area of 
the land, including atolls, is between 1 
to 1 and 9 to 1. 
Sehingga, bagi Indonesia sebagai 
negara yang berbentuk kepulauan, 
keberadaan pulau-pulau kecil terluar 
(PPKT) tersebut memiliki nilai strategis 
yang sangat penting karena 
berdasarkan UNCLOS 1982 PPKT 
tersebut digunakan sebagai titik dasar 
dari garis pangkal kepulauan 
Indonesia dalam pengukuran dan 
penetapan batas wilayah negara 
Indonesia dengan negara tetangga 
terutama dalam pengukuran dan 
penentuan batas wilayah perairannya. 
Strategi pengelolaan PPKT 
Indonesia oleh pemerintah sebagai 
wujud implementasi normatif dari 
UNCLOS 1982, pemerintah Indonesia 
menuangkan pengaturan mengenai 
pengelolaan dan pengamanan PPKT 
                                                          
1 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Article 47:1. “Suatu Negara Kepulauan 
dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-
pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa didalam garis pangkal 
demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah 
perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara 1 : 1 dan 9 : 1.” 
2 Pasal 6-8 Perpres No. 78 Tahun 2005. 
Indonesia ini dalam Peraturan 
Presiden Nomor 78 Tahun 2005 yaitu 
tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil 
Terluar (selanjutnya disebut Perpres 
No. 78 Tahun 2005). Sebagai wujud 
dari implementasi Perpres tersebut, 
telah dibentuk tim koordinasi yang 
bertugas mengkoordinasikan dan 
merekomendasikan penetapan renca-
na dan pelaksanaan pengelolaan PPKT 
serta melakukan monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan  pengelolaan 
PPKT. Sebagai wujud implementasi 
dari Perpres tersebut juga telah 
diadakan beberapa rapat koordinasi 
tim yang membahas mengenai 
pengelolaan dan pengamanan pulau 
terluar.2 
Walaupun pemerintah sudah 
mengeluarkan beberapa peraturan 
nyatanya masih banyak PPKT 
Indonesia yang masih terlantar, dari 
111 pulau yang berada titik terluar 
wilayah Indonesia, 67 diantaranya 
berbatasan langsung dengan negara 
tetangga, dari 67 pulau tersebut hanya 
28 pulau yang berpenduduk 
sementara 39 lagi masih kosong. 
Contohnya: pulau Alor yang 
berbatasan dengan Timor Leste, pulau 
Miangas yang berbatasan dengan 
Filipina, dan masih banyak lagi.  
Sementara itu, akses terhadap 
informasi, terutama menyangkut 
posisi dan lokasi PPKT tersebut 
kurang memadai. Pembangunan dan 
pengusahaan tentu saja sulit 
dilakukan jika ternyata tidak terjadi 
pemahaman yang benar tentang posisi 
dankondisi PPKT yang dimaksud. 
Kurangnya pemahaman ini memicu 
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berbagai kesalahan dalam mengelola 
dan memperlakukan wilayah Indo-
nesia. Sengketa batas maritim dan isu 
kehilangan pulau yang sering terjadi 
merupakan salah satu indikasi hal ini. 
Fenomena ini memotivasi perlunya 
meningkatkan pemahaman atas 
wilayah Indonesia terutama kawasan 
pesisir dan PPKT. 
Pengelolaan pulau-pulau terluar 
terutama pulau-pulau yang berba-
tasan langsung dengan negara 
tetangga dilakukan setidaknya 
membawa tiga misi, yaitu:  
1) Menjaga keutuhan NKRI, keama-
nan nasional, pertahanan negara, 
dan menciptakan stabilitas kawa-
san; 
2) pemanfaatan sumber daya alam 
dalam rangka pembangunan 
berkelanjutan; 
3) Memberdayakan masyarakat 
dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraannya.  
Mengingat pentingnya inventa-
risasi mengenai PPKT dan khususnya 
pulau-pulau yang berbatasan lang-
sung dengan negara tetangga, sudah 
seharusnya hal tersebut menjadi 
perhatian lebih oleh pemerintah pusat 
melihat konflik umum yang sering 
terjadi. Contoh lain dari PPKT yang 
berbatasan dengan negara tetangga 
adalah Pulau Miangas berbatasan 
dengan Filiphina. Kurangnya 
intervensi (jangkauan) dari pemerintah 
terhadap pulau ini membuat banyak 
masyarakat di pulau tersebut lebih 
memilih bergabung dengan negara 
Filipina karena mereka merasa 
hidupnya lebih diperhatikan oleh 
pemerintah Filipina dibandingkan 
dengan Indonesia. Pemberian nama 
                                                          
3 I Made Andi Arsana, Batas Maritim Antarnegara “Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis(Gadjah Mada 
University Press 2007) 10. 
4 Pasal 1 ayat (1) dan (2) PP No. 62 Tahun 2010. 
pulau yang kemudian disertai  dengan 
legalitas hak kepemilikan oleh Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
seharusnya dapat terealisasi lebih 
cepat dan mudah, mengingat teknologi 
Geography Information System (GIS) 
yang terus berkembang baik dalam hal 
pencitraan, pemetaan serta tata ruang 
wilayah. Aplikasi tersebut tentunya 
sangat dapat membantu dalam 
kegiatan legalitas pulau, khususnya 
pemberian nama pulau, koor-
dinat  geografi, pemetaan ruang dan 
sebagainya.3 
Dari penjelasan di atas maka dari 
itu penulis mempertanyakan bagaima-
nakah kedudukan PPKT Indonesia 
menurut norma-norma Hukum Laut 
Internasional dan bagaimanakah 
prinsip pengelolaan oleh pemerintah 
terhadap PPKT Indonesia? Jenis 
penelitian yang penulis gunakan ialah 
penelitian hukum normatif. 
PEMBAHASAN 
Pulau kecil adalah pulau dengan 
luas lebih kecil atau sama dengan 
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) 
beserta kesatuan ekosistemnya. PPKT 
adalah pulau-pulau kecil yang 
memiliki titik-titik dasar koordinat 
geografis yang menghubungkan garis 
pangkal laut kepulauan sesuai dengan 
hukum internasional dan nasional.4 
Berdasarkan penjelasan di atas 
kategori PPKT ialah tidak memiliki 
luas area yang besar, sehingga 
daripada itu untuk melindungi 
kedaulatan dan keutuhan wilayah 
NKRI di atas laut, Pemerintah 
Indonesia mengeluarkan Perpres No. 
78 Tahun 2005 dan Peraturan 
Pemerintah No. 62 Tahun 2010 
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tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau 
Kecil Terluar (selanjunyat disebut PP 
No. 62 Tahun 2010). 
Pulau kecil terluar adalah pulau 
dengan luas areal kurang atau sama 
dengan 2000 km2 (dua ribu 
kilomenter persegi) yang memiliki titik-
titik dasar koordinat geografis yang 
menghubungkan garis pangkal laut 
kepulauan sesuai dengan hukum 
internasional dan nasional.5 
Di Negara Indonesia tidak hanya 
mengenal pulau-pulau saja tetapi juga 
adanya laut. Berdasarkan UNCLOS 
1982, lebar laut teritorial maksimum 
negara-negara disepakati sejauh 12 
mil laut dari garis pangkal. 
Selanjutnya menurut hukum interna-
sional dikenal 3 (tiga) macam garis 
pangkal, yaitu: 
1) Garis Pangkal Normal (Normal 
Base Line) 
Garis pangkal normal (normal base 
line) adalah garis pangkal yang ditarik 
dari pantai pada saat air laut surut 
dengan mengikut lekukan-lekukan 
pantai. Dengan demikian, arah dari 
garis pangkal normal sejajar dengan 
arah atau lekukan pantai tersebut. 
Untuk menentukan dan mengukur 
lebar laut teritorial, ditarik garis tegak 
lurus dari garis pangkal normal ke 
arah luar/laut sesuai dengan lebar 
laut teritorial masing-masing negara. 
Titik-titik atau garis pada bagian 
luar itulah yang disebut dengan garis 
luar atau batas luar (outer limit) laut 
teritorial. Garis luar atau batas luar ini 
merupakan garis yang selalu sejajar 
dengan garis pangkal, karena ditarik 
pada titik-titik yang ada pada garis 
pangkal secara tegak lurus ke arah 
luar/laut. Dalam sejarah pengukuran 
                                                          
5 Pasal 1 butir (b) Perpres No. 78 Tahun 2005. 
6 Pasal 4-5 Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 (UNCLOS I). 
7 Article 7UNCLOS 1982. 
lebar laut teritorial, garis pangkal ini 
merupakan garis pangkal normal 
tertua. 
2. Garis Pangkal Lurus (Straight Base 
Line)  
Garis pangkal lurus merupakan 
garis pangkal yang ditarik di pantai 
pada saat air laut surut, dengan 
menghubungkan titik-titik atau 
ujung-ujung terluar dari pantai. Oleh 
sebab itu metode ini disebut juga 
dengan garis pangkal lurus ujung ke 
ujung (straight base line point to point). 
Penarikan garis pangkal lurus 
dilakukan pada pantai-pantai yang 
berliku atau jika di depan pantai 
tersebut terdapat pulau, deretan 
pulau atau gugusan pulau. 
Dalam UNCLOS 19586 maupun 
UNCLOS 19827 garis pangkal lurus 
digunakan sebagai salah satu garis 
pangkal yang dapat diterapkan dalam 
pengukuran lebar laut teritorial selain 
garis pangkal normal (normal base 
line). Namun demikian dalam imple-
mentasinya, penggunaan garis pang-
kal lurus (straight base line) terdapat 
pembatasan-pembatasan sebagai 
berikut: 
a) Penarikan garis pangkal lurus 
tidak boleh menyimpang terlalu 
jauh dari arah umum pantai, 
kecuali karena alasan-alasan hak-
hak sejarah (historis right) dan 
hak-hak ekonomi (economic right) 
yang memang sudah dinikmati 
jauh sebelumnya oleh negara yang 
bersangkutan; 
b) bagian-bagian laut yang terletak 
pada sisi dalam dari garis pangkal 
lurus harus cukup dekat 
ikatannya dengan daratan untuk 
dapat ditundukkan pada rezim 
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perairan pedalaman (internal 
water); 
c) Garis pangkal lurus tidak boleh 
ditarik dari elevasi surut (low tide 
elevation)8, kecuali jika di atas 
elevasi surut tersebut didirikan 
mercusuar atau instalasi yang 
serupa yang secara permanen 
selalu tampak di atas permukaan 
air laut; 
d) Garis pangkal lurus tidak boleh 
diterapkan dengan cara sedemi-
kian rupa sehingga memotong 
hubungan laut teritorial negara 
lain dari laut lepas atau Zona 
Ekonomi Eksklusif (ZEE).  
3. Garis Pangkal Kepulauan 
(Archipelagic Base Line) 
Garis pangkal kepulauan  mulai 
dipergunakan sebagai salah satu cara 
untuk pengukuran laut teritorial 
mulai diberlakukan sejak ditanda-
tanganinya UNCLOS 1982, yang 
secara tegas tertuang dalam Pasal 46-
54 UNCLOS 1982. Menurut Talos 
sebagaimana dikutip oleh Arsana9, 
garis pangkal kepulauan ditarik untuk 
menghubungkan titik terluar dari 
pulau terluar dan karang, dalam 
sebuah kepulauan. 
Dalam implementasinya, penggu-
naan garis pangkal kepulauan 
menurut Pasal 47 UNCLOS 1982 
harus memenuhi 4 (empat) syarat 
sebagai berikut: 
1) Seluruh daratan utama dari 
negara yang bersangkutan harus 
menjadi bagian dari sistem garis 
pangkal kepulauan; 
2) perbandingan antara luas perairan 
dan daratan di dalam sistem garis 
                                                          
8 Elevasi Surut (Low Tide Elevation) adalah bagian dasar laut yang tampak di permukaan air laut 
pada saat air laut surut, tetapi tidak tampak (berada di bawah permukaan air laut) pada saat air 
laut pasang atau normal. 
9 I Made Andi Arsana, Op.Cit., 16. 
10 Pasal 5 UU No. 6 Tahun 1996. 
pangkal harus berkisar antara 1:1 
dan 9:1; 
3) panjang segmen garis pangkal 
kepulauan tidak boleh melebihi 
100 mil laut, kecuali hingga 3 
persen dari keseluruhan jumlah 
garis pangkal meliputi suatu 
negara kepulauan boleh melebihi 
100 mil laut hingga panjang 
maksimum 125 mil laut; 
4) arah garis pangkal kepulauan 
yang ditentukan tidak boleh 
menjauh dari konfigurasi umum 
kepulauan. 
Penggunaan garis pangkal kepu-
lauan tidak serta merta mengakibat-
kan negara-negara peserta konvensi 
tidak boleh menggunakan garis 
pangkal normal ataupun garis pangkal 
lurus. Dalam arti suatu negara 
kepulauan selain menerapkan garis 
pangkal kepulauan  dapat saja 
menggunakan garis pangkal normal 
maupun garis pangkal lurus dalam 
pengukuran lebar laut teritorialnya. 
Dalam konteks Indonesia sebagai 
negara kepulauan, laut teritorial 
merupakan jalur laut yang terletak 
pada sisi luar dari garis pangkal dan di 
sebelah luar dibatasi oleh garis atau 
batas luar (outer limit) atau jalur laut 
selebar 12 (dua belas) mil laut yang 
diukur dari garis pangkal kepulauan 
Indonesia.10 Pasal 5 ayat (1) UU No. 6 
Tahun 1996) tentang Perairan 
Indonesia (UU No. 6 Tahun 1996 
menetapkan bahwa garis pangkal 
kepulauan Indonesia ditarik dengan 
menggunakan garis pangkal lurus 
kepulauan, sedangkan dalam Pasal 5 
ayat (2) dijelaskan bahwa apabila garis 
pangkal lurus kepulauan tidak dapat 
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digunakan sebagai acuan dalam 
penetapan batas, maka digunakan 
garis pangkal biasa atau garis pangkal 
lurus. 
Ketentuan mengenai garis pangkal 
kepulauan Indonesia juga tertuang 
dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 6 Tahun 
1996 yang menyatakan bahwa garis 
pangkal lurus kepulauan adalah garis-
garis lurus yang menghubungkan 
titik-titik terluar pada garis rendah 
pulau-pulau dan karang-karang 
kering terluar dari kepulauan 
Indonesia.11 Lebih lanjut melalui Pasal 
5 ayat (4) dinyatakan bahwa garis 
pangkal lurus kepulauan tidak boleh 
melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali 
3% dari jumlah keseluruhan garis-
garis pangkal yang mengelilingi 
kepulauan Indonesia dapat melebihi 
kepanjangan tersebut, hingga suatu 
kepanjangan maksimum 125 mil laut. 
Kedudukan PPKT Indonesia 
Menurut Norma-Norma Hukum Laut 
Internasional 
Kondisi geografis NKRI sebagai 
negara kepulauan (archipelagic state) 
yang memiliki 17.504 pulau, 
membentang dari Sabang hingga 
Merauke serta dari Miangas hingga 
Rote dengan 111 PPKT.12 Untuk 
melindungi PPKT Indonesia, Pemerin-
tah mengeluarkan Keppres 6 Tahun 
2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau 
Kecil Terluar dan dalam mengelola 
PPKT tersebut Pemerintah juga 
sebelumnya telah mengeluarkan 
Perpres No. 78 Tahun 2005 serta PP 
No. 62 Tahun 2010. 
                                                          
11 Pasal 5 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996. 
12 Pasal 1 Keppres No. 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. 
13 Article 6 UNCLOS 1982 :Dalam hal pulau yang terletak pada atol atau pulau yang mempunyai 
karang-karang di sekitarnya, maka garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah 
garis air rendah pada sisi karang ke arah laut sebagaimana ditunjukkan oleh tanda yang jelas 
untuk itu pada peta yang diakui resmi oleh Negara pantai yang bersangkutan. 
Selanjutnya perlu diperhatikan 
ketentuan Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 
1982 yang menetapkan bahwa negara 
kepulauan dapat menarik garis 
pangkal lurus kepulauan yang 
menghubungkan titik-titik terluar dari 
pulau-pulau terluar dan karang-
karang kering terluar dari kepulauan 
dengan syarat perbandingan antara 
wilayah laut dan wilayah darat, 
termasuk pulau karang13 adalah 1:1 
sampai 9:1. Dalam ayat (2) ditegaskan 
bahwa panjang garis pangkal lurus 
kepulauan tidak boleh melebihi 100 
(seratus) mil laut, kecuali bahwa 3% 
(tiga per seratus) dari jumlah 
keseluruhan garis-garis pangkal dapat 
melebihi 100 mil laut hingga suatu 
kepanjangan maksimum 125 (seratus 
dua puluh lima) mil laut. 
Kemudian ayat (3), (4) dan (5) 
memuat syarat-syarat yang harus 
diperhatikan di dalam menggunakan 
penarikan garis pangkal lurus 
kepulauan dari ujung ke ujung. Syarat 
pertama adalah bahwa garis-garis 
pangkal lurus demikian tidak boleh 
menyimpang terlalu banyak dari arah 
umum pantai (ayat (3)). 
Syarat kedua adalah garis-garis 
pangkal lurus tidak boleh ditarik di 
antara dua pulau atau bagian daratan 
yang hanya timbul di atas permukaan 
air di waktu pasang surut atau elevasi 
surut (low-tide elevations), kecuali 
apabila di atasnya telah didirikan 
mercusuar-mercusuar atau instalasi-
instalasi serupa yang setiap waktu ada 
di atas permukaan air dan penarikan 
garis-garis lurus dari elevasi ini atau 
apabila elevasi surut tersebut terletak 
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seluruhnya atau sebagian pada suatu 
jarak yang tidak melebihi lebar laut 
teritorial dari pulau yang terdekat 
(ayat (4)).14 
Syarat ketiga adalah bahwa pena-
rikan garis pangkal lurus kepulauan 
tidak boleh dilakukan sedemikian 
rupa hingga memutuskan hubungan 
laut teritorial negara lain dengan laut 
lepas atau ZEE (ayat (5)). 
Syarat lain yang harus 
diperhatikan dalam penarikan garis 
pangkal lurus kepulauan terhadap 
negara tetangga yang berdekatan 
termuat dalam ayat (6) yang berbunyi: 
(6) If part of the archipelagic waters of 
an archipelagic State lies between two 
parts of an immediately adjacent 
neighbouring State, existing rights and 
all other legitimate interests which the 
latter State has traditonally exercised 
in such waters and all rights stipulated 
by agreement between those States 
shall continue and be respected. 
Ketentuan ayat (5) dan (6) di atas 
ditetapkan untuk mengurangi dampak 
penarikan garis-garis pangkal lurus 
kepulauan terhadap hak dan 
kepentingan negara tetangga, 
khususnya agar tidak menyebabkan 
tertutupnya akses dari laut teritorial 
negara tetangga. Dampak lain bagi 
negara tetangga yang dilindungi oleh 
UNCLOSS 1982 adalah terhadap 
kemungkinan putusnya komunikasi 
melalui laut antara dua bagian wilayah 
dari suatu negara tetangga terdekat, 
atau hapusnya hak-hak dan 
kepentingan sah lainnya yang secara 
tradisional telah dilaksanakan oleh 
negara tersebut di bagian laut yang 
sekarang menjadi perairan 
kepulauan.15 
UU No. 6 Tahun 1996 mengatur 
cara penarikan garis pangkal lurus 
                                                          
14 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional(Badan Pembinaan Hukum Nasional 
Departemen Kehakiman Penerbit Binacipta 1986) 131-132. 
15 Ibid.,  448. 
kepulauan Indonesia dengan 
menggunakan garis pangkal lurus 
kepulauan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 5 ayat (1). Lalu ayat (2) 
menyatakan bahwa apabila garis 
pangkal lurus kepulauan seperti 
tersurat dalam ayat (1) tidak dapat 
digunakan, maka digunakan garis 
pangkal biasa atau garis pangkal 
lurus. Berdasarkan ketentuan ayat (6), 
garis pangkal biasa sebagaimana 
tersurat dalam ayat (2) adalah garis air 
rendah sepanjang pantai. Pengaturan 
mengenai garis pangkal lurus seperti 
dimaksud dalam ayat (2) termuat 
dalam ayat (7), yang menyatakan 
bahwa garis pangkal lurus adalah 
garis lurus yang menghubungkan 
titik-titik terluar pada garis pangkal 
yang menjorok jauh dan menikung. 
Menurut ketentuan ayat (3) garis 
pangkal lurus kepulauan sebagai-
mana ditetapkan dalam ayat (1) adalah 
garis-garis lurus yang menghubung-
kan titik-titik terluar pada garis air 
rendah pulau-pulau dan karang-
karang kering terluar dari kepulauan 
Indonesia. Sesuai dengan ketentuan 
Pasal 47 ayat (1)UNCLOSS 1982, 
panjang garis pangkal lurus 
kepulauan Indonesia tersebut, 
menurut ayat (4) tidak boleh melebihi 
100 (seratus) mil laut, kecuali bahwa 
3% (tiga per seratus) dari jumlah 
keseluruhan garis-garis pangkal dapat 
melebihi 100 mil laut hingga suatu 
kepanjangan maksimum 125 (seratus 
dua puluh lima) mil laut. 
Dalam perundingan batas maritim 
peran PPKT adalah sebagai lokasi 
penetapan titik dasar penarikan garis 
pangkal dan titik dasar proyeksi klaim 
wilayah ke laut. Setelah penentuan 
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titik-titik ini dilakukan, maka 
sebenarnya peran pulau-pulau terluar 
bersifat statis. Hal ini disebabkan 
karena berbagai aspek yang 
mempengaruhi pergerakan garis batas 
dalam perundingan, yakni apakah 
garisnya lebih ke atas atau ke bawah, 
apakah lebih ke kiri atau ke kanan, 
apakah ada lekukan tertentu, atau 
tidak, sangat tergantung kepada hal-
hal lain yang sifatnya lebih makro 
seperti panjang pantai, arah pantai, 
bentuk pantai, geologi dasar, lokasi 
sumber daya alam di dasar laut, lokasi 
ikan dan lain sebagainya.16 
Ayat (5) memuat syarat yang harus 
diperhatikan di dalam menggunakan 
penarikan garis pangkal lurus 
kepulauan Indonesia. Ada pun syarat 
tersebut adalah garis pangkal lurus 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
tidak boleh ditarik dari dan ke di 
antara elevasi surut, kecuali apabila di 
atasnya telah didirikan mercusuar 
atau instalasi serupa yang secara 
permanen berada di atas permukaan 
air atau apabila elevasi surut tersebut 
terletak seluruhnya atau sebagian 
pada suatu jarak yang tidak melebihi 
lebar laut teritorial dari pulau yang 
terdekat. 
Garis pangkal kepulauan diatur 
lebih lanjut oleh Pasal 3 PP No. 38 
Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat 
Geografis Titik-Titik Garis Pangkal 
Kepulauan Indonesia. Pasal 2 ayat (1) 
PP ini menyatakan bahwa Pemerintah 
menarik garis pangkal kepulauan 
untuk menetapkan lebar laut 
teritorial. Dalam ayat (2) ditetapkan 
bahwa penarikan garis pangkal 
kepulauan tersebut dilakukan dengan 
menggunakan: a) garis pangkal lurus 
kepulauan; b) garis pangkal biasa; c) 
garis pangkal lurus; d) garis penutup 
                                                          
16 Ibid., 313. 
teluk; e) garis penutup muara sungai, 
terusan dan kuala; dan f) garis 
penutup pada pelabuhan. 
Pertama, ketentuan mengenai 
garis pangkal lurus kepulauan 
terdapat pula dalam Pasal 3 PP No. 38 
Tahun 2002. Dalam Pasal 3 ayat (1) 
ditentukan bahwa garis pangkal lurus 
kepulauan merupakan garis pangkal 
yang digunakan untuk mengukur 
lebar laut teritorial, di antara pulau-
pulau terluar, dan karang kering 
terluar kepulauan Indonesia. Garis 
pangkal lurus kepulauan tersebut, 
menurut ayat (2) merupakan garis 
lurus yang menghubungkan titik-titik 
terluar pada garis air rendah pada titik 
terluar pulau terluar, dan karang 
kering terluar yang satu dengan titik 
terluar pada garis air rendah pada titik 
terluar pulau terluar, karang kering 
terluar yang lainnya yang 
berdampingan. Dalam ayat (6) 
ditegaskan bahwa perairan yang 
terletak pada sisi dalam garis pangkal 
lurus kepulauan tersebut di atas 
adalah perairan kepulauan dan 
perairan yang terletak pada sisi luar 
garis pangkal lurus kepulauan adalah 
laut teritorial. 
Bertalian dengan syarat penarikan 
garis pangkal lurus kepulauan 
Indonesia sebagaimana diatur dalam 
Pasal 5 ayat (4)UU No. 6 Tahun 1996, 
maka ketentuan ayat (3) pada 
hakekatnya tetap sama. Hal penting 
diutarakan di sini adalah ketentuan 
ayat (4) yang menetapkan tentang 
syarat mengenai penarikan garis 
pangkal kepulauan tersebut di atas 
dilakukan dengan tidak terlalu jauh 
menyimpang dari konfigurasi umum 
kepulauan. 
Berdasarkan ayat (5), penarikan 
garis pangkal lurus kepulauan seperti 
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tersurat dalam ayat (2) di atas dapat 
dilakukan dengan memanfaatkan 
titik-titik terluar pada garis air rendah 
pada setiap elevasi surut yang di 
atasnya terdapat mercusuar atau 
instalasi serupa yang secara permanen 
berada di atas permukaan air atau 
apabila elevasi surut yang sebagian 
atau seluruhnya terletak seluruhnya 
atau sebagian pada suatu jarak yang 
tidak melebihi lebar laut teritorial dari 
garis air rendah pulau terdekat. 
Kedua, Pasal 4 ayat (1)PP No. 38 
Tahun 2002  menyatakan bahwa garis 
pangkal biasa digunakan untuk 
mengukur lebar laut teritorial dalam 
hal bentuk geografis pantai suatu 
pulau terluar menunjukkan bentuk 
yang normal. Pengecualian terhadap 
ketentuan ini diatur dalam Pasal 5, 6, 
7 dan 8 PP ini. Selanjutnya menurut 
Pasal 4 ayat (2) PP ini, garis pangkal 
biasa tersebut adalah garis air rendah 
sepanjang pantai yang ditetapkan 
berdasarkan Datum Hidrografis yang 
berlaku. 
Sebagaimana diatur dalam ayat 
(3), garis pangkal biasa berupa garis 
air rendah pada sisi atol atau karang-
karang tersebut yang terjauh ke arah 
laut yang juga dapat digunakan untuk 
mengukur lebar laut teritorial, pada 
pulau terluar yang terletak pada atol 
atau pada pulau terluar yang 
mempunyai karang-karang di 
sekitarnya. Dalam ayat (5) ditetapkan 
bahwa perairan yang terletak pada sisi 
dalam garis pangkal biasa tersebut di 
atas adalah perairan pedalaman dan 
perairan yang terletak pada sisi luar 
garis pangkal biasa tersebut adalah 
laut teritorial. 
Ketiga, Pasal 5 PP No. 38 Tahun 
2002 mengatur cara penarikan garis 
pangkal lurus. Pasal 5 ayat (1) 
menetapkan bahwa garis pangkal 
lurus digunakan untuk mengukur 
lebar laut teritorial pada pantai di 
mana terdapat lekukan pantai yang 
tajam. Garis pangkal lurus tersebut, 
menurut ayat (2) adalah garis lurus 
yang ditarik antara titik-titik terluar 
pada garis air rendah yang menonjol 
dan berseberangan di mulut lekukan 
pantai tersebut. 
Berdasarkan ayat (3) garis pangkal 
lurus digunakan untuk mengukur 
lebar laut teritorial pada pantai di 
mana terdapat delta atau kondisi 
alamiah lainnya. Garis pangkal lurus 
yang dimaksud ayat (3) ini, sesuai 
dengan ayat (4), adalah garis lurus 
yang ditarik antara titik-titik terluar 
pada garis air rendah yang menjorok 
paling jauh ke arah laut pada delta 
atau kondisi alamiah lainnya tersebut. 
Menurut ayat (5) perairan yang 
terletak pada sisi dalam garis pangkal 
lurus seperti tersurat dalam ayat (1) 
dan ayat (3) di atas adalah perairan 
pedalaman dan perairan yang terletak 
pada sisi luar garis pangkal lurus 
tersebut adalah laut teritorial. 
Sementara itu, cara-cara lain 
dalam penarikan garis pangkal kepu-
lauan juga terdapat dalam Pasal 6 
yang mengatur garis penutup teluk, 
Pasal 7 tentang garis penutup muara 
sungai, terusan, dan kuala, dan Pasal 
8 yang menetapkan garis penutup 
pelabuhan. 
Dalam perkembangannya, Peme-
rintah Indonesia telah mengeluarkan 
PP No. 37 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar 
Koordinat Geografis Titik-Titik Garis 
Pangkal Kepulauan Indonesia. 
Pertimbangan dikeluarkannya PP No. 
37 Tahun 2008 adalah Keputusan 
Mahkamah Internasional mengenai 
kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau 
Ligitan telah mempunyai kekuatan 
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hukum yang tetap, dan Provinsi Timor 
Timur telah menjadi negara tersendiri. 
Kedua hal tersebut mempunyai 
implikasi hukum terhadap koordinat 
geografis titik-titik garis pangkal 
kepulauan dalam PP No. 38 Tahun 
2002 tentang Daftar Koordinat 
Geografis Titik-Titik Garis Pangkal 
Kepulauan Indonesia. 
Dalam Pasal 1 PP No. 37 Tahun 
2008 dinyatakan bahwa beberapa 
ketentuan dalam PP No. 38 Tahun 
2002 diubah sebagai berikut: 
1) Ketentuan Pasal 1 ayat (9) diubah, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
"Satu mil laut adalah 1.852 
meter." 
2) Di antara ayat (1) dan ayat (2) 
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 
(1) huruf a sehingga Pasal 11 
berbunyi sebagai berikut: 
“Pemerintah melakukan pembaharuan 
secara rutin untuk memperbaiki 
dan melengkapi kekurangan-
kekurangan dalam penetapan 
koordinat geografis titik-titik 
terluar untuk menarik garis 
pangkal kepulauan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, 
Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 
8”. 
3) Pembaharuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilaksa-
nakan oleh instansi pemerintah 
yang menyelenggarakan tugas di 
bidang survei dan pemetaan, di 
bawah koordinasi kementerian 
yang membidangi politik, hukum 
dan keamanan. 
4) Apabila di kemudian hari ternyata 
terdapat pulau-pulau terluar, atol, 
karang kering terluar, elevasi 
surut terluar, muara sungai, 
terusan atau kuala dan 
pelabuhan, yang dapat digunakan 
                                                          
17 Pasal 5 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996. 
untuk penetapan titik-titik terluar 
dari garis pangkal kepulauan, 
maka diadakan perubahan. 
5) Apabila di kemudian hari koor-
dinat geografis titik-titik terluar, 
pulau-pulau terluar, atol, karang 
kering terluar, elevasi surut 
terluar, muara sungai, terusan 
atau kuala dan pelabuhan, maka 
diadakan penyesuaian.  
Ketentuan mengenai garis pangkal 
kepulauan indonesia juga tertuang 
dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 6 Tahun 
1996 yang menyatakan bahwa garis 
pangkal lurus kepulauan adalah garis-
garis lurus yang menghubungkan 
titik-titik terluar pada garis rendah 
pulau-pulau dan karang-karang 
kering terluar dari kepulauan 
Indonesia.17 Lebih lanjut melalui Pasal 
5 ayat (4) dinyatakan bahwa garis 
pangkal lurus kepulauan tidak boleh 
melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali 
3% dari jumlah keseluruhan garis-
garis pangkal yang mengelilingi 
kepulauan Indonesia dapat melebihi 
kepanjangan tersebut, hingga suatu 
kepanjangan maksimum 125 mil laut. 
Sejatinya menurut UNCLOS 1982, 
dalam hal dua negara berhadapan dan 
terdapat klaim tumpang tindih landas 
kontinen dan ZEE, negara-negara 
tersebut harus berunding untuk 
menentukan batas-batas klaim 
masing-masing negara. Dalam UU No. 
5 Tahun 1983 tentang ZEE, yang 
menyatakan: 
Apabila ZEE Indonesia tumpang 
tindih dengan ZEE negara yang 
berhadapan atau berdampingan 
dengan Indonesia maka batas ZEE 
antara Indonesia dengan negara 
tersebut ditetapkan dengan 
persetujuan antara Ri dengan negara 
yang bersangkutan. 
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Prinsip Pengelolaan oleh 
Pemerintah terhadap PPKT 
Indonesia 
Prinsip PPKT bertujuan untuk 
menjaga keutuhan wilayah, keamanan 
dan pertahanan negara, pemanfaatan 
sumberdaya alam, dan pemberdayaan 
masyarakat setempat dengan prinsip 
wawasan nusantara, berkelanjutan, 
terpadu dan berbasis masyarakat. 
PPKT meliputi 5 (lima) bidang, yaitu: 
sumber daya alam dan lingkungan 
hidup, infrastruktur dan perhu-
bungan, pembinaan wilayah, perta-
hanan dan keamanan serta ekonomi, 
sosial, dan budaya. 
  Pemerintah telah membentuk 
Tim Kerja melalui Perpres No. 78 
Tahun 2005 untuk pengelolaan PPKT. 
Namun dalam perjalanan waktu, 
pengelolaan yang lebih terintegrasi 
dan terstruktur dan sinergis antar 
kementerian/lembaga yang tergabung 
dalam tim kerja perlu dioptimalkan 
tugas pokok fungsinya. 
Perpres No. 78 Tahun 2005 
merupakan salah satu instrumen 
peraturan perundang-undangan 
pemerintah untuk mengelola 
keberadaan PPKT. Perpres ini 
mengamanatkan pembentukan tim 
koordinasi dengan tugas meng-
koordinasikan dan merekomen-
dasikan penetapan rencana dan 
pelaksanaan pengelolaan PPKT serta 
melakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan PPKT. Sesuai dengan 
Perpres ini, pengorganisasian pelak-
sanaan pengelolaan PPKT dan meng-
hindari tumpang tindih kewenangan 
ditetapkan 2 (dua) tim kerja. Tim kerja 
I membidangi sumberdaya alam, 
lingkungan hidup, infrastruktur dan 
perhubungan, ekonomi, sosial, dan 
budaya; sedangkan tim kerja II 
membidangi wilayah, pertahanan, dan 
keamanan; serta sekretariat PPKT. Di 
dalam penyelenggaraan sehari-hari 
tim koordinasi dibantu oleh tim kerja 
yang dikoordinasikan oleh menteri 
kelautan dan perikanan. 
Di sisi lain didalam pengelolaan 
PPKT, pemerintah telah berupaya juga 
untuk mengatur dan menetapkan 
dasar-dasar peraturan perundangan 
dan beberapa instrumen diantaranya 
adalah: UU No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah, UU No. 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
UU No. 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan 
Pulau-Pulau Kecil, dan UU No. 43 
Tahun 2008 tentang Wilayah Negara 
serta PP No. 62 Tahun 2010. 
Namun pada implementasinya, 
instrumen-instrumen tersebut ter-
masuk Perpres No. 78 Tahun 2005, 
belum sepenuhnya mampu untuk 
menjawab berbagai permasalahan 
yang dihadapi untuk mengelola PPKT 
dalam rangka mensejahterakan 
masyarakat setempat tepat sesuai 
dengan sasaran yang didasari oleh 
kebijakan-kebijakan pengelolaan yang 
telah ditetapkan. Terutama dalam 
sinkronisasi dan keterpaduan penge-
lolaan pembangunan PPKT baik dari 
aspek kebijakan pertahanan dan 
keamanan, kesejahteraan serta keles-
tarian lingkungan hidup.  Hal ini 
mengindikasikan instrumen dan 
peraturan perundangan yang telah 
ditetapkan belum dapat dijadikan 
pedoman bagi para pemangku 
kepentingan  pengelola pembangunan 
PPKT. 
Dengan demikian, keberadaan tim 
kerja Perpres No. 78 Tahun 2005 perlu 
untuk dioptimalkan sehingga 
diharapkan dapat mengakomodasi 
dan menjembatani ketidaksinkronan 
dan ketidakterpaduan pemangku 
kepentingan dalam rangka mengelola 
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dan pemanfaatan PPKT. PP No. 62 
Tahun 2010 mengamanatkan juga 
prinsip dalam PPKT bertujuan untuk 
pertahanan dan keamanan; 
kesejahteraan masyarakat; dan/atau 
pelestarian lingkungan. 
Pemanfaatan PPKT untuk 
pertahanan dan keamanan dalam 
bentuk: 
a) akselerasi proses penyelesaian 
batas wilayah negara dilaut; 
b) penempatan pos pertahanan, pos 
keamanan, dan/atau pos lain; 
c) penempatan aparat Tentara Nasio-
nal Indonesia dan/atau Kepolisian 
Negara Republik Indonesia; 
d) penempatan bangunan simbol 
negara dan/atau tanda batas 
negara; 
e) penempatan sarana bantu 
navigasi pelayaran; dan/atau 
f) pengembangan potensi maritim 
lainnya. 
Pemanfaatan PPKT untuk kesejah-
teraan masyarakat dalam bentuk: 
a) usaha kelautan dan perikanan; 
b) ekowisata bahari; 
c) pendidikan dan penelitian; 
d) pertanian subsisten; 
e) penempatan sarana dan 
prasarana sosial ekonomi; 
dan/atau 
f) industri jasa maritim. 
Pemanfaatan PPKT untuk 
pelestarian lingkungan dilaksanakan 
dengan penetapan PPKT sebagai 
kawasan yang dilindungi.18 PPKT 
adalah kegiatan yang berkaitan 
dengan upaya memanfaatkan potensi 
sumber daya PPKT dan perairan di 
sekitarnya sampai paling jauh 12 (dua 
belas) mil laut diukur dari garis pantai 
dalam upaya menjaga kedaulatan 
NKRI.19 PPKT dilakukan oleh 
                                                          
18 Pasal 5-8 PP No. 62 Tahun 2010. 
19 Pasal 1 ayat (4) PP No. 62 Tahun 2010. 
Pemerintah bersama-sama dengan 
pemerintah daerah. 
PENUTUP 
Indonesia sebagai negara kepu-
lauan kondisi ini mengindikasikan 
bahwa Indonesia adalah bangsa 
bahari. Sebagai bangsa baharí, 
masyarakat seharusnya memiliki 
pemahaman yang memadai terhadap 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
yang merupakan bagian penting dari 
negara kepulauan. Peran serta fungsi 
PPKT Indonesia sebagai titik dalam 
penarikan garis pangkal kepulauan 
sangatlah penting sebagai tolak ukur 
batas laut teritorial Indonesia. 
Sehingga penarikan garis pangkal 
kepulauan yang menjadi batas laut 
teritorial Indonesia semakin jelas, dan 
dapat mengurangi atau mentiadakan 
sengketa-sengketa batas laut dengan 
negara tetangga. Sehingga implemen-
tasi dalam UNCLOS 1982 dapat 
tercapai dalam mengelola dan 
memanfaatkan PPKT. 
Penetapan batas maritim dengan 
negara-negara tetangga tersebut pada 
dasarnya diperlukan untuk membe-
rikan kepastian hukum tentang 
wilayah, batas kedaulatan, dan hak-
hak berdaulat Republik Indonesia, 
memudahkan kegiatan penegakan 
hukum di laut, serta menjamin 
kepastian hukum kegiatan 
pemanfaatan sumber daya alam laut. 
Penetapan batas maritim ini juga 
mempunyai fungsi sebagai penegasan 
kepemilikan pulau-pulau terluar 
Republik Indonesia, karena Indonesia 
menggunakan pulau-pulau terluar 
tersebut sebagai penentuan batas laut  
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teritorial, ZEE, dan landas kontinen 
Indonesia. 
Dalam Perpres No. 78 Tahun 2005 
yang kini diperkuat UU No. 27 Tahun 
2007 disebutkan bahwa Indonesia 
memiliki banyak pulau kecil yang 
strategis secara posisi maupun fungsi 
ekonomi. Maka pulau-pulau terluar 
yang termasuk dalam wilayah 
Indonesia sebenarnya adalah titik 
krusial dalam keutuhan wilayah NKRI, 
sebab pulau-pulau terluar telah 
menjadi titik-titik pangkal dalam 
menentukan sejauh mana luas laut 
teritorial. Kehilangan kedaulatan atas 
satu saja pulau terluar bagi Indonesia 
artinya juga mengurangi luas laut 
teritorial kita. 
Indonesia sebagai negara kepu-
lauan yang terletak pada posisi silang 
memiliki level benefisiensi yang tinggi 
yang harus kita kawal dan jaga 
bersama. Paradigma dan cara berpikir 
pemerintah dan masyarakat Indonesia 
masih serba daratan sehingga 
mengesampingkan urusan kelautan. 
Urusan kelautan selalu dipandang 
identik dengan hanya urusan dan 
produksi perikanan. Apabila 
pemerintah dan masyarakat telah 
memahami konsep negara maritim 
yang sesungguhnya, seharusnya 
pemerintah dan masyarakat dapat 
menyadari manfaat yang dapat kita 
peroleh dan mulai berkonsentrasi juga 
terhadap pemanfaatan dan pengelo-
laan laut dan pulau-pulaunya. Pema-
haman dan perhatian pemerintah 
akan potensi laut seharusnya mendo-
rong pemerintah untuk mengang-
garkan dana pembangunan daerah-
daerah di pulau terluar dalam rangka 
menegaskan kedudukan Indonesia 
atas pulau-pulau terluar dan wilayah 
laut yang di atasnya terdapat 
kedaulatan dan hak berdaulat 
Indonesia. 
Ingatlah, bahwa setiap negara 
memiliki kedaulatan untuk melaksa-
nakan eksplorasi, eksploitasi, konser-
vasi, dan pengelolaan sumberdaya 
kelautan di wilayah kedaulatannya 
disertai dengan kewajiban untuk 
memelihara kelestarian lingkungan. 
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